PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: KH. Abdul Halim No. 233 Telpun. (0233) 281097 Faximile (0233) 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIEAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 57 TAHUN 2016

PENETAPAN PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) I8AS
KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tamping bagi siswa
lulusan  Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah
Tsanawiyah (MTs) dan Program Kesetaraan Paket B di
Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan
sckitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan
yang memaddai;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al
Falah Ciparay Leuwimunding Nomor 06/YPIA/1/2016 tanggal 20
Januari 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK ISAS
Leuwimunding dan hasil Verifikasi Kelayakan
Pendirian/Pemberian ljin Operasional Sekolah Kejuruan (SMK)
Tahun 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ISAS
Leuwimunding dinyatakan layak .untuk diberikan Ijin
Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pensisikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolann dan Tanggung Jawab Keuangan Negama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peratuan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daemh Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian
Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar
oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan
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15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) se
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 5157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009
tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk
Sckolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menegah
Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A
Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1};

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2009 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalcngk.a Nomor 14 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU :  Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK]) ISAS Kecamatan Leuwimunding
Kabupaten MaJalzngka dengan identitas sebagai berikut:
Nama Sekolah :SMKISAS
Program Keahlian :

a. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)

b. Teknik Komputer dan Jaringan (TK.J)

c. Farmasi
Alamat : JL Raya Ciparay Dusun Karang Anyar Desa |
Ciparay Kecamatan Leuwimunding.

KEDUA : lzin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

i Majalengka
7 Pebruari 2016
8 PENDIDIEAN.
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